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Pada era industri 4.0 perkembangan teknologi dan komunikasi semakin meningkat
dengan pesat. Sesuai dengan ciri dasar hukum, yakni bergerak mengikuti
perkembangan tingkah laku dan pola pikir masyarakat. Pasal demi pasal yang
pada awalnya hanya mengatur dan berlaku di dunia nyata mulai perlahan bergerak
dan menutupi tindakan pidana yang mulai bermunculan di dunia maya. Salah satu
produk akhir dari fenomena ini adalah lahirnya Undang Undang No. 11 Tahun
2008 yang kemudian terakhir mengalami perubahan melalui Undang Undang No.
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan
hukum pembuktian tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui
pesan pribadi dengan media elektronik, bagaimana konsep perlindungan terhadap
Hak Asasi Manusia dalam peradilan di Indonesia, serta bagaimana kedudukan alat
bukti pesan pribadi melalui media elektronik. Metode yang digunakan dalam
pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian perskriptif
normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada seperti
norma-norma, asas-asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan,
putusan pengadilan maupun dari data sekunder yang digunakan lalu memberikan
perskriptif terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.

Penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan
tindak pidana yang diatur dalam pasal 310 KUHP, Undang Undang Nomor 11
Tahun 2008 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Pesan pribadi dengan media elektronik tidak
memenuhi unsur yang ada dalam pasal 310 KUHP yang mana merupakan pasal
definisi yang diambil pada penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 27 ayat (3)
perlu segera dilakukan revisi terhadapnya demi mewujudkan hukum yang sesuai
dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi
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